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KATA PENGAN TAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta atas
Rahmat dan Karunia-Nya Maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 dapat tersusun.

Laporan Akuntabulitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anka dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya selanjutnya
disebut LAKIP SKPD ini merupakan laporan pencapaian kinerja dalam tahun 2021,
dengan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sehingga
diharapkan program kegiatan yang disusun dapat mencapai tujuan dan sasaran.
Kami mengharapkan LAKIP ini dapaat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi,
dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun 2021 untuk mengukur keberhasilan atau
kegagalan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya, sehingga pada saatnya dapat
terwujud pemerintahan yang baik (Good Gevernance).

Semoga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana bersama masyarakat Kabupaten Jayawijaya dapat mewujudkan visi dan

misi Kabupaten

Wamena, 31 Desember 2021

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Rl : ‘
d/ , SE

6 13 199401 2 002
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara,
dan untuk mewujud kan aspirasi masyarkat, maka diperlukan
penyelenggara pemerintahan yang handal (Good Governance). Untuk itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban
yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan, terukur dan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan
TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta Undang-
Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3
undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas tertib penyelenggaraan
Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan
Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam
penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi melalui
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
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serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan strategi yang ditetapkan.

Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Daerah beserta peraturan pelaksanaannya terjadi perubahan yang
sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintah yang memerlukan
suatu antisipasi dengan kebijakan-kebijakan agar undang-undang
tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dalam
pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Laporan pertanggung jawaban yang menggambarkan kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1. Maksud LAKIP

Maksud dari pembuatan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah untuk :

a. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana

b. Melaporkan  kinerja  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran
2021.

2. Tujuan LAKIP

Tujuan LAKIP SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya adalah :

a. Mengukur keberhasian dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana

b. Mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.
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3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya

adalah sebagai berikut :

a.
b.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan
Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama.
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|. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239
Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tantang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya sebagai organisasi
Penyusun LAKIP SKPD sebagai pertanggung jawaban kinerja
mempunyai kedudukan, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi SKPD
Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya
mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 50
Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Jayawijaya.

LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindingan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021



Jabatan Fungsional

KEPALA DINAS

SEKETARIS

Subag. Umum &
Kepegawaian

Subag. Perencanaan

Subag. KEUANGAN
e & Evaluasi

Bidang
Kualitas Hidup Perempuan &
Kualitas Keluarga

Bidang
Perlindungan Hak Perempuan,
Perlindungan Hak Khusus Anak &
Pemenuhan Hak Anak

|

R

Seksi Seksi
Kelembagaan Pug & e
. =] Perlindungan Perempuan & Data
Pemberdayaan Perempuan Bidang
. Kekerasan Perempuan
Ekonomi
Seksi
kel bESI PuR& Seksi
elembagaa
EaantYe : be]  Perlindungan Khusus Anak & Data
Pemberdayaan Perempuan Bidang
: # Kekerasan Anak
Sosial, Poltik, Hukum
Seksi
= Seksi
Kelembagaan Pug &

Pemberdayaan Perempuan Bidang
Kualitas Keluarga, Data & Informasi

Pemenuhan Hak Anak data dan
Informasi Anak

Bidang
Pengendalian Penduduk
Penyuluhan dan Pergerakan

Bidang
Keluarga Berencana
Ketahanan dan Keluarga
Sejahtera

|

1

Seksi

Seksi

Pengendalian dan

1 ] Pendistribusian ALKON
Advokasi & Pergerakan Sl
Seksi Seksi
e
- Penyuluh & Pendayagunaan [ ¢ S::1 BeriB
moinaan Ke: aan ber-
PLKB & Kader KB
Seksi Seksi
Pengendalian Penduduk dan Ketahanan dan Kesejahteraan
et Informasi Keluarga - Keluarga

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Jayawijaya

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana yang pada hakekatnya

menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten baik yang

bersifat wajib maupun pilihan.

Susunan

Organisasi Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya

terdiri dari ;

(1) Kepala Dinas

(2) Sekretariat, membawabhi :
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- Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Program
(3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga,
membawabhi :
- Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
- Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum
- Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, data
dan Informasi
(4) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak
dan Pemenuhan Hak Anak, membawabhi:
- Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan
Perempuan
- Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak
- Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak
(5) Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan,
membawabhi :
- Seksi Advokasi dan Pergerakan
- Seksi Penyuluh dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB
- Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
(6) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera,
Membawabhi :
- Seksi Pengendalian Pendistribusian Alokon
- Seksi Kesertaan Ber-KB
- Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(7) UPTD ( Beluma Ada)
(8) Kelompok Jabatan Fungsional

- Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
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2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 50 Tahun 2016,
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Kabupaten Jayawijaya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut
pada pasal 3 peraturan Bupati ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,

4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategik menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999,
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin
timbul.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang
berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan
Strategis tersebut telah dituangkan dalam Perencanaan strategik Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana
Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2019-2023 .

Masing-masing komponen Rencana Strategis yang dituangkan
dalam Renstra strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Jayawijaya tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut:

1. ViISI

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak
dituju strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga berencana Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan
amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu
menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki menuju apa yang ingin
diwujudkan.

Pernyataan Visi strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten Jayawijaya
sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan mempunyai visi: “
Terwujudnya Kesetaraan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta

Keluarga Berkualitas ”
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Diharapkan dengan terumuskannya Visi strategik Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten
Jayawijaya tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen
strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga berencana Kabupaten Jayawijaya untuk diwujudkan, melalui
peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. MiSI
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi strategik Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana

Kabupaten Jayawijaya yang menggambarkan amanat yang diemban,

yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan keluarga Jayawijaya yang sadar akan persamaan
gender dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

2. Mewujudkan Keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan anak
ideal, sehat dan berpendidikan;

3. Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga dan terpenuhi hak-
hak dasar, dan perlindungan menuju keluarga sejahtera;

4. Memberikan informasi kependudukan dan keluarga serta penguatan
kelembagaan dan jejaring pemberdayaan perempuan dan keluarga

berencana.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten Jayawiajaya 2019-
2023, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran

makna dari setiap misi, yaitu sebagai berikut :

Misi_1 Mewujudkan Keluarga Jayawijaya yang sadar akan
Tujuan 1.1

persamaan Gender dan penghapusan kekerasan dalam

rumah tangga.
Tujuan tersebut dijabarkan dalam lima Sasaran yaitu :
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Misi 2.

Tujuan 2.1

Misi 3.

Tujuan 3.1

Misi 4.

Tujuan 4.1

. Meningkatkan Penanganan  pengaduan/korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Meningkatkan Pelayanan kesehatan bagi perempuan
dan anak korban kekerasan.

3. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi social bagi
perempuan dan anak korban kekerasan.

4. Meningkatkan penegakan dan bantuan hukum bagi
perempuan dan anak korban kekerasan.

5. Melaksanakan pemulangan dan reintegrasi social
bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera

dengan anak ideal,sehat dan berpendidikan.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam dua sasaran yaitu:

1. Tercapainya komunikasi Informasi dan Edukasi
keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.

Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga dan
terpenuhinya hak-hak dasar, dan perlindungan menuju
keluarga sejahtera

Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran yaitu:
Tercapainya Komunikasi Informasi dan Edukasi

keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Memberikan Informasi kependudukan dan keluarga
serta  penguatan kelembagaan dan  jejaring
pemberdayaan perempuan dan KB.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran: Penyediaan
informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan
100% setiap tahun.
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Rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, serta strategi
pencapaiannya, digambarkan secara jelas pada Lampiran RS

(Lampiran 1)

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana Kkinerja
tahunan yang akan dicapai strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga berencana selama satu tahun anggaran.
Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021
yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana
Strategis 2019-2023. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan
capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh strategik Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Kabupaten
Jayawijaya dalam tahun 2021 dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelola.

1. KOMITMEN KINERJA TAHUN 2021
Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2021 dan kondisi
capaian tahun sebelumnya (2020), digambarkan pada rencana capaian
indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasannya dengan misi

dan tujuannya, adalah sebagai berikut:

URAIAN INDIKATOR SATUAN T'A;g(zleT
1 | Presentase Partisipasi Perempuan di % 0.28
Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah
2 | Persentase pengaduan perlindungan % 0.50
perempuan dan anak dari tindak kekerasan
di layani
3 | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga % 0.53
4 | Persentase Akseptor KB Terhadap PUS % 0.13
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2. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jayawijaya, kami berkomitmen memberikan pernyataan
keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun
yang bersangkutan.
Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan
dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator

kinerja, dengan kriteria yaitu:

Nilai Capaian Kinerja

Pemberian
No % Keterangan Atribut
Presentase
Delapan puluh lima
persen Sangat
1. 85% s.d 100% sampai dengan Berhasil
seratus persen
atau lebih
Tujuh puluh persen
2. 70% s.d <85% sampai kurang dari Berhasil

delapan puluh lima
persen

Lima puluh lima persen
3. 55% s.d <70% sampai kurang dari Cukup Berhasil
tujuh puluh persen

Di bawah

. X Tidak Berhasil
lima puluh lima persen

4. X<55%
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja yang diwujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan KB Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2021 ini, kami uraikan pada
Bab ini, agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan
tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan evaluasi dan analisis
capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan,

yaitu sebagai berikut:

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan
kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas
pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2021 dilakukan dengan
cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing
indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel Pengukuran
Kinerja. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing
indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula
dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2021, dan capaian dibanding
target tahun ke lima Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut kami
berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak
Berhasil, sebagaimana yang telah kami uraikan pada Bab II.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran
strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian terdapat pula
beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan

pada tahun 2021. Dalam upaya pengembangan sistim akuntabilitas kinerja
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instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem

pemerintahan yang baik dan akuntabel.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja
selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target indikator
sasaran strategis untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal
yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pencapaian masing-masing
sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Tahun 2021 sebagai berikut :
Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Jayawijaya adalah sebagai berikut:

No INDIKATOR KINERJA T'EI_T_G REAéLIISA CAPAIAN

1 | Presentase Partisipasi 0.29 0.29 100 %
Perempuan di Lembaga
Pemerintah dan non
Pemerintah

2 | Persentase pengaduan 0.67 0.78 83.58%
perlindungan perempuan
dan anak dari tindak
kekerasan di layani

3 | Rasio Kekerasan Dalam 0.46 0.15 1670.39%
Rumah Tangga

4 | Persentase Akseptor KB 0.14 0.080 1.42%
Terhadap PUS

5 | IKM C C 100%

6 | Presentase Anggaran yang C C 100%

menjadi temuan material
hasil pemeriksaan BPK
pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana

7 | Predikat Evaluasi SAKIP C C 100%
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Dinas Pemberdaayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana

Dari tabel diatas dapat diuraikan penjelasan indikator-
indikator tersebut sebagai berikut :

1. Cakupan Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga
Pemerintah dan non Pemerintah adalah 100% dari target 2021
0.29 dan terealisasi 0.29

2. Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan di layani sebanyak 78 Kasus dari target
100.000 Kasus pada Tahun 2021 sehingga capaiannya menjadi
83.58%

3. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari target 0.46 pada
Tahun 2021 Realisasinya 0.15 sehingga Capaiannya 1670.39%

4. Persentase Akseptor KB Terhadap PUS dari target 2021
sebanyak 0.14 DP3AKB belum berhasil memeuhi Target
dengan capaian 0.080%.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target Tahun 2021 adalah
C Terealisasi dengan Nilai ¢ dengan Capaian 100% DP3AKB
berkomitmen meningkatkan ke Nilai B namun terkendala COVID
19

6. Presentase Anggaran yang menjadi temuan material hasil
pemeriksaan BPK pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2021
adalah C

7. Presentase Anggaran yang menjadi temuan material hasil
pemeriksaan BPK pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021
adalah C
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C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.
a. Alokasi dan Realisasi Belanja

Alokasi belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 dari
APBD Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar Rp. 11.226.956. 465,-
yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 10.116.645.465,- dan
belanja modal sebesar Rp.1.110.311.000,- Belanja operasih
dibergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
sedangkan belanja modal dipergunaakan untuk belanja modal gedung
dan bangunan.

Sedangkan realisasi Belanja pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan dan Keluarga Berencana Kabupaten

Jayawijaya Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penjunyang urusan peremerintah daerah kabupaten/kota 100% ;

2. Program Peningarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan 100%
Program Perlindungan permpuan 100% ;

4. Program keluarga berencana 100% ;

Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejatera 100% ;
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021 secara umum telah

berhasil dilaksanakan.

B. Permasalahan Yang Dihadapi

Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

pada Tahun 2021 terdapat beberapa hambatan dan permasalahan :

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

Belum terlaksananya revitalisasi P2TP2A sehingga menghambat
pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak

Kurangnya Pendanaan untuk program utama pendukung IKU
Pemerintah daerah

Belum tersedianya tenaga psikolog maupun tenaga khusus terlatih untuk
penyelesaian kasus

Belum adanya kerja sama yang baik dengan LSM Lokal yang bergerak
dibidang kekerasan terhadap perempuan dan anak

Baru tersedia 1 (satu) tenaga/petugas lapangan namun belum dapat
bekerja secara maksimal.

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dibalai penyuluhan KB
Partisipasi masyarakat yang kurang dalam pelksanaan program KB
sehingga mempengaruhi akseptor KB

Dana untuk penyediaan informasi data mikro keluarga di desa/kelurahan

tidak terakomodir dari tahun ketahun
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C. Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang ada serta kegiatan yang belum dilaksanakan

secara optimal pada tahun 2021 akan dilaksanakan pada tahun 2022,

dengan antisipasi dan prioritas pada :

1) Pelaksanaan Progkeg Penjabaran Rencana Aksi Daerah PPA

2) Pelacakan kasus berbasis door to door

3) Mendorong pembangunan Unit P2TP2A

4)  Mendorong penyiapan atau penambahan PLKB

5) Melaksanakan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
agar menambahkan dana khususnya untuk kegiatan penyediaan
informasi data keluarga di setiap Desa/kelurahan

6) Memotivasi pegawai negeri sipil yang ada agar dapat meningkatkan

kinerja.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggung

jawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan Tahun 2022.

WAMENA, 31 DESEMBER 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN

KELUARGA BERENCANA
KAB’L!PATFI\I JAYAWILIAYA,

" RAMLIA SALIM,SE
NIP. 19671013 199401 2 002
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LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN ANGGARAN 2021

PAGU KEGIATAN

REALISASI
PROGRAM/ KEGIATAN / SUB WAKTU REKANAN/ FAKTOR
NO KEGIATAN sgr:::k o voL KERJA PERUSAHAAN ( LOKASI KEUANGAN FISIK(SP3) | pENGHAM KET.
(Hari) CV/PT) BAT
DPA DPPA KONTRAK
RUPIAH % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Rp 4,026,408,133
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan,
1.1 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rp 7,500,000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2
111 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi DAU Rp 7,500,000 1 Dokumen 365 Wamena 7500;1000 100% 100%
Kinerja SKPD [
Administrasi K
1.2 Perangkat Daerah Rp  3,786,365,233
1.21 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DAU Rp 3,780,865,233 365 Wamena 3 435'5%.507 91% 91%
122 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis DAU R 7,500,000 2 dokumen 365 Wamena Ro 100% 100%
- Prognosis Realisasi Anggaran p [ 7,500,000 ° ¢
Kegiatan Administrasi Umum
13 Perangkat Daerah Rp 55,730,900
1.3.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DAU Rp 16,873,900 16 Jenis 365 Wamena 16 855900 100% 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan . Rp o o
1.3.2 Penggandaan DAU Rp 4,097,000 3 Jenis 365 Wamena 4,097,000 100% 100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Rp
1.33 Konsultasi SKPD DAU Rp 34,760,000 12 bulan 365 Wamena 34,758,700 100% 100%
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i Peny Jasa
Urusan Pemerintahan Daerah

Rp

159,699,000

14.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DAU

Rp

127,200,000

4 orang

365

Wamena

Rp
127,200,000

100%

100%

1.4.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

DAU

Rp

6,000,000

5000 kwh

365

Wamena

Rp
6,000,000

100%

100%

143

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

DAU

Rp

2,499,000

5 Jenis

365

Wamena

Rp
2,499,000

100%

100%

1.44

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

DAU

Rp

24,000,000

400 Kotak

365

Wamena

Rp
23,760,000

99%

99%

1.5

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Rp

15,113,000

1.5.1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

DBH

Rp

12,066,000

1 Unit

365

Wamena

Rp
7,066,000

59%

59%

1.5.2

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

DAU

Rp

3,047,000

1 Unit

365

Wamena

Rp
3,047,000

100%

100%

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Rp

200,000,000

2.1

Kegiatan Penguatan dan
L

Layanan Pemberdayaan Peren"lpuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp

200,000,000

2.11

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

DOK

Rp

100,000,000

10 Lembaga

365

Wamena

Rp
99,940,000

100%

100%

2.1.2

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

DOK

Rp

100,000,000

4 Kali

365

Wamena

Rp
99,988,000

100%

100%

PROGRAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

Rp

75,000,000
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Kegiatan Penyediaan Layanan
ji Lanji bagi Per

3.1 Korban Kekerasan yang Memerlukan Rp 75,000,000
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pengaduhan R
3.1.1 Masyarakat bagi Perempuan Korban DOK Rp 75,000,000 11 Kasus 365 Wamena 65 005 000 87% 87%
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (R
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
4. BERENCANA (KB) Rp 6,670,691,000
Komunikasi, Informasi dan Edul'(asi
4.1 (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Rp 462,354,000
sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pengelolaan Operasional dan Sarana di DAK NON " Rp
Balai Penyuluhan KKBPK FISIK Rp 962,364,000 6 Balai 365 Wamena 461,404,800 100% 100%
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga
4.2 Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB Rp 1,110,311,000
(PKB/PLKB)
263/94/SPK/ CV. WANIAM R
Rp 33,309,330 DP3AKB/IWY 2 Unit PAPUA 3;309 000 100% 100%
/2021 KONSULTAN [
Kurulu &
Piramid
263/276/SPK CV. FAITBAS
Rp 22,206,220 /DP3AKB/IW 2 Unit ABADI 22 206,000 100% 100%
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional Y/2021 KONSULTAN e
4.21 DAK FISIK 100%
PKB/PLKB
263/274/DP3 Rp
Rp 527,397,725 AKB/JZ\l;IY/ZO 1 Paket CV. HOW OMPA Kurulu 527,397,000 100% 100%
263/275/DP3
CV SINAR - Rp
Rp 527,397,725 AKB/.'IZVI\/Y/ZO 1 Paket WAMENA Piramid 527,397,000 100% 100%
Kegiatan Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta Organisasi
43 Kemasyarakatan Tingkat Daerah Rp 5,097,996,000

/Kota dalam
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
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Pelaksanaan dan Pengelolaan Program DAK NON Rp
4.3.1 KKBPK di Kampung KB FISIK Rp 5,097,996,000 40 kkb 365 Wamena 5,097,436,400 100% 100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 300,700,000
(ks)
5.1 Keluarga mslaa':uu Pelpbmaan Rp 300,700,000
Keluarga
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan 263/258/SPK
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga . Rp
5.1.1 (BKB,BKR BKL,PPPKS, PIK-R dan DAK FISIK Rp 300,700,000 /DE{?}QE?{JW 16 Unit 150 CV.FILADELFIA Wamena 300,700,000 100% 100%
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS
Rp
JUMLAH Rp 11,272,799,133 10,913,755,30 97% 97%
7
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TABEL 3.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
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TARGET TAHUN
NO IKU INDIKATOR KINERJA IKU
2019 2020 2021 2022 2023
1 Meningkatnya kualitas hidup perempuan Persentase p_er_ngaduan perlmdun_gan perempuan 074 0.50 067 0,75 0.80
dan anak dan anak dari tindak kekerasan di layani.
2 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga 0.25 0.28 0.29 0.31 0.33
Pemerintah
3 Rasio KDRT 0,61 0,53 0,46 0,40 0,35
4 L\)A ei?{'é]katnya Partisipasi masyarakat dalam Persentase Akseptor KB Terhadap PUS 0.11 0.13 0.14 0.15 0.17
5 Meningkatnya kualitas pelayanan puplik Indeks Kepuasan Masyarakat c c B B B
Presentase Anggaran yang menjadi temuan material
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan Easn pemenk:ae:rn SPK pad: Dll(njs PKe rrllberdayaan c c c B B
dan kinerja Dinas Pemberdayaan erempuan, Ferlindungan Anak dan Keluarga
permpuan, perlindungan Anak dan Berencana
6 Keluarga Berencana
Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdaayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga C C C B B
7 Berencana
KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DANKELUARGA BERENCANA KAB. JAYAWIJAYA
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